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JI. Pulau Belitung Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kel. Air Itam Telp. (0717) 439313 - Fax 434693 Pangkalpinang

e

KEPUTUSAN INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/ H3/KEP/INPT/2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN

Menimbang

Mengingat

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

PADA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTUR PROVINS| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

a.

-

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung &omor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemantauan Pelaksanaan Tindzk Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawasan intern Pemerintah, perlu menetapkan Standar Operasional
dan Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah pada inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang<Pemberantasan Tindak
Pidana Kerupsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4150); _

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4Q33);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11

12,

"13.

14.

15.

16.

7.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

2014 tentang Pemerintahar, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679):

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasj
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintat  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165):;

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 127, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4890); ‘

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 1 Seri E




Menetapkan

KESATU

-DUA

KETIGA

20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Be@itur_*ng. Nomor 28 Tahun 2010

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka‘BeIitung
Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

"%2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Selitung Nomor 44 Tahun 2013

tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013
Nomor 11 Seri D);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 43
Seri E); :

24, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pernerintah:; :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
TINDAK  LANJUT HASIL PEMER!KSAAN/PENGAWASAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT PROVINS|
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Standar Operasional dan Prcsedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintati  Pada Inspektorat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan inj.

Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaarn ""_[Tfndak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangaﬁ'Repubiik Indonesia
Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ~ Pada Inspektorat Provinsj
Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
wajib  dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada

Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas-
tugas pengawasan,

Keputusan ini mulai berlaku padz tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dij Pangkalpmang
pada tanggal (o Junj 2018

R PRNINSPEKTUR
GVINSTRERGRAUAN BANGKABELITUNG,
:j:_"‘_ A

. \\




LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA,
BELITUNG

NOMOR 188.44/43/KEP/INPT/2016
TANGGAL 10 JUNI 2016

PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran
pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur pemerintah daerah dan
masyarakat mempunyai peran yang sangat startegis dalam mewujudkan keberhasilan
pembangunan di daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan
masyarakat terhadap kinarja aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata
kepemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu
didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Rl telah diatur dalam Undang-undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam undang-undang tersebut,
dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau bertanggungjawab wajib
memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas
rekomendasi dalam LHP BPK R, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.
Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan
menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan
tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Pemerintah . daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi
kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP
BPK RI. Tanggapan dimaksud dimasukkan juga dalam LHP BPK R yang disampaikan
kepada DPRD. Atas dasar tersebut, perfu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK R guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang
mempunyai -tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan. Instansi tersebut
meliputi Badan . Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat
Jenderal/lnspektorat Utama/lnspektorat Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi
serta Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kcta. Pengawasan Intern yang dilaksanzakan
APIP dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai
perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Hasil
kerja APIP harus dapat dimanfaatkan pimpinan, unit-unit kerja serta pengguna lainnya
dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, APIP harus
mengkomunikasikan hasil pengawasannya kepada pihak yang berkepentingan dalam
suatu laporan yang profesional. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka
setiap temuan hasil aparat pengawasan ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti secara
konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan
hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan pemerintah daerah.
Untuk itu perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan/Pemeriksaan BPK R| dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai panduan atau
referensi dalam melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan pada
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MAKSUD DAN TUJUAN

. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK Rl dan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_
dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti

hasil pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk menindaklanjuti
hasil pemeriksaan BPK R| secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini mencakup perencanaan,
pelaksar’i?ag,jpemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan
Pemeriks'é""fK;é_uangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,
meliputi:,

a. Pemeriksaan Keuangan:;
b. Pemeriksaan Kinerja; dan
¢. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

TLHP BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Rl disampaikan kepada Inspektorat untuk
selanjutnya mengkoordinir tindak lanjut LHP BPK RI tersebut dengan batas waktu paling

lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

TIM TLHP

Dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan APIP,
dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan atau Tim
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (Tim TLHP) yang diterbitkan Surat
Tugasnya oleh Inspektur Provinsi Kepuiauan Bangka Belitung. Tim TLHP melaksanakan
tindak lanjut ke SKPD/Obyek Pemeriksaan, mengumpulkan bukti kelengkapan
administrasi/teknis, dokumen, bukti setor dan bukti dukung lainnya yang sudah sesuai
dengan rekomendasi TLHP, serta membuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE)

Terkait susunan personalia dan hal lain mengenai Tim TLHP dimaksud selanjutnya
ditetapkan oleh Gubernur.

PELAPORAN TIM TLHP

Tim TLHP sudah harus melaporkan pelaksanaan tindak lanjut dengan membuat
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berdasarkan Hasil Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat tugas

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TINDAK LANJUT BPK R! DAN APIP

A.ALUR  UMUM TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN HASIL GUBERNUR PEMANTAUAN KE
PEMERIKSAAAN P SKPD/OBYEK » OBYEK PEMERIKSAAN
(LHP) PEMERIKSAAN
Y
, 1. MEMBUAT UNDANGAN
PELAPORAN KE GUBERNUR 4 2. PEMANGGILAN

3. OPERASIONAL TINDAK LANJUT

-3 ‘ . A |
PEMUTAKHIRAN PEMUTAKHIRAN PEMU%AKHIRAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI REGIONAL




B. PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BPK R|

Jangka Waktu
No Prosedur Penyelesaian Sejak
Berkas Diterima
1 | Membuat Rencana Aksi penyelesaian Tindak Lanjut
atas. LHP BPK RI (TLHP BPK Rl) yang ditandatangani 2 hari
oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2 | BPK RI' menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan | Selambat-lambatnya 60
kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, DPRD | hari sejak Laporan Hasil
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektorat | Pemeriksaan diterima
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3 | Inspektorat mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, 5 hari
kriteria dan rekomendasi atas TLHP BPK R
4 | Inspektorat melakukan koordinasi dengan Gubernur 2 hari
Kepulauan Bangka Belitung dan/atau  Sekretaris
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R|
S | Inspektorat mensosialisasikan/melaksanakan rapat 5 hari
koordinasi terkait Rencana Aksi penyelesaian TLHP
BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian
TLHP BPK RI dalam kurun waktu 80 hari kalender
dengan SKPD/Obyek Pemeriksaan terkait
6 | SKPD menindaklanjuti dengan 30 hari
membuat/melengkapi/mem pertanggungjawabkan
'| dan/atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau
Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK Rl sesuai
rencana aksi dan kesepakatan waktu penyelesaian
7 | Inspektorat berkonsultasi dan menyampaikan Hasjl 7 hari
Tindak Lanjut LHP kepada BPK R] yang telah
dilaksanakan
8 | Inspektorat melaporkan hasil penyelesaian Tindak 2 hari
Lanjut LHP BPK RI kepada Gubernur Kepulauan
Bangka Bélitung dan/atau Sekretaris Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
9 | Inspektorat melaporkan hasil penyelesaian TLHP BPK 7 hari
Rl ke Panitia Khusus Penyelesaian LHP BPK RI di
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah 60 hari

Formulir/Dokumen yang digunakan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R!

2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

BPK RI semesteran pada




C. BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN APIP

Surat Tugas

‘ Pelaksana Mutu Baku
Pengawas Analis
§ i nali
No Kegiatan Kasubbag. Tim Pengolahan Data| Pengadministrasi Keterangan
i Operat T
ln;pektur Sekretaris PR T evaliasl H5n ik perator SATLHP HukL:;n/:;ndak Tim TLHP Kelengkapan Waktu Output .
Pelaporan =
1 {Tim Pemeriksa Menyerahkan tembusan LHP beserta
softcopy -nya ke Kasubbag. Datin Monev Dokumen LHP | 15 menit LHP
2 |Menugaskan Pejabat Pengawas Pengolahan Data dan e
Evaluasi untuk Menginventarisasi dan Mengklasifikasi Bisposst 1 Jsm Disposist
LHP
]
3 [Menugaskan Operator SATLHP agar melakukan migrasi ’j
i ikasi j Data Sistem,
dat:_i pada Ll:iP ke dalam Sistem Aplikasi Tindak Lanjut O 4 fare ata Sistem :
Hasil Pemeriksaan : : Kartu Evaluasi
4 |Menyerahkan Data LHP dan Kartu Evaluasi (KE) kepada L i
Pengadministrasi Umum untuk diadministrasikan dan Dokumen LHP, - -
i ; | 15 menit | Dokumentasi
didokumentasikan, Kartu Evaluasi
5 Meu:ﬁisujbusikan Kartu Evanluasi dan Data Tindak . v Data Tindak
Lanjut Lainnya kepada Analis Hukum dan/atau Analis . N -
; . : ; i Kartu Evaluasi | 5 menit Lanjut, Kartu
Tindak Lanjut sebagai bahan Tindak Lanjut. ;
Evaluasi
6 |Menganalisa dan mengelola—f)ata Tindak Lanjut, dan ! Data Tindak W
n?engonser Surat Tugas d.ainm rangka percepatan ’Iij Lanjut, Kartu Pjata Sep sura
Tindak Lanjut Hasil Permeriksaan/Pengawasan | Eualuasi Tugas
5" |
7 |Memeriksa konsep Surat Tugas. Jika setuju
menyampaikan kepada Inspektur, jika tidak setuju Konsep Surat 3 it Draft Surat
menyerahkan kepada Analis Hukum dan/atau Analis Tugas Tugas
Tindak Lanjut untuk diperbaiki
8 |Memeriksa draft Surat Tugas. Jika setuju
f pada draft Surat Tugas d
metboluhlan guret pada dyat Lf_ra -uga< an_ Draft Surat i Draft Surat
menyampalkan kepada Inspektur, jika tidak setuju 30 menit
. " Tugas Tugas
menyerahkan kepada Kasubbag. Datin Monev untuk
diperbaiki. ‘
9 |Menandatangani dan Menerbithan Slzlraf‘Tusas.
: - ! Rraft Suret 30 menit Surat Tugas
Tugas
10 |Menomori, mengadministrasi, mendokumentasi dan e
mendistribusikan Surat Tugas | Dokumentasi,
Surat Tugas 30 menit




Mutu Baku

’ Pelaksana
Pengawas r i
pid « Analis
a| Pengadministrasi Keteranga

Kegiatan = Kasubbag. . Tim Pengolahan Dat.
| kt Sekreta " 8] tor S k |

nspektur retaris Dt MiGhSG | Batsadiss Byl i Brmum perator SATLHP Hukli;n/_'{u‘ltnda Tim TLHP Kelengkapan Wakty Output
nj

Pelaporan

11 [Melakukan Tindak Lanjut ke SKPD/Entitas
Pemeriksaan, mengumpuikan bukti kelengkapan
administrasi/teknis, dokumen, bukti setor dan bukti
dukung lainnya yang sudah sesuai dengan rekemendasi
TLHP, membuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan
membuat draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
berdasarkan Hasil Tindak Lanjut,

12 |Meneliti keabsahan dan Kelengkapan data dukung

Tindak Lanjut berupa bukti kelengkapan

administrasi/teknis, dokumen, bukti setor dan bulkti

dukurg lainnya yang diserahkan oleh Tim Tindak

Lanjut. lika setuju akan menyerahkan draft LHE ke

Pejabat Pengawas Pengaiahan Data Evaluasi dan

Pelzparan untuk proses selanjutnya, jika tidak setuju

menyerahkan kembali kepada Tiin Tindak Lanjut untuk

diverifikasi kembali ke SKPD/Entitas Peineriksaan

terkait. ' J

13 JMengeva!uasi draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan [
mengkonsultasikan dengan Tim Tindak Lanjut terkait
temuan yang belum selesai/tidak dapat ditindaklanjuti.
lika setuju menyerahkan kepada Kasubbag. Datin
Menrev untuk proses sela njutnya, jik;: tidak setuju

| menyerahkan kembali kepada Tim Tindsk Lanjut untuk
dikonsultasikan kembali ke SKPD/Entitas Pemeriksaan
terkait.

14 |Mengajukan konsep LHE ke Inspektur, Jika setuju
menandatangani draft LHE dan dikembalikan untuk
proses selanjutnya. Jika tidak setuju, mengambalikan

draft LHE ke Kasubbag. Datin Monev untuk disalurkan

ke Tim Tindak Lanjut agar difakukan perbaikan,

Surat Tugas,
Data Tindak
Lanjut, Kartu
Evaluasi (KE) -

Dokumen /Bukti
5 hari Dukung TLHP,
KKE, draft LHE

Dokumen fBukti
Dukung TLHP, 1jam Draft LHE
KKE, draft LHE

o S

Draft LHE 1jam Draft LHE

igak

Draft LHE 1jam LHE

15 |Menugaskan Operator SATLHP untuk melakukan ’
update status Tindak Lanjut pada database sistam LHE 2jam Dispasisi
berdasarkan LHE. :

L

16 |Menyerahkan LHE yang telah selesai dik riakan ke :
Y % erj —[k Update
Disposisi Smenit | database status

Pengadministrasi Umum, :
Tindak Lanjut
& I =

7 [Mendokumentasi HE,
1 endokumentasikan L| 15 meﬂ Dokumentasi

Keterangan Simbol :

Terminator = Mulai atau selesai Off Page Conector = Tanda pidah halaman

\ I:f Process = Proses ——— Arrow = Alur

N g > Dedission = Pengambilan keputusan ( ( )
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